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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan : 
 

1. Pelaksanaan peralihan Hak Milik adat karena jual beli setelah pemekaran 

Wilayah  Kabupaten   Sarmi pada Tahun 2012 tidak sesuai dengan UUPA 

serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah dan PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. Ada 20 responden ( 10 responden kampung sawar ) 

dan (10 responden kampung sarmo) yang mendapatkan Hak Milik adat 

karena jual beli. Peralihan hak milik adat menggunakan surat pelepasan 

hak atas tanah adat yang dibuat oleh dan di hadapan kepala kampong. 

Proses pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah adat di Kabupaten 

Sarmi dengan surat pelepasan yang dibuat di hadapan kepala kampung 

karena belum adanya kepala kampung atau camat yang menjabat sebagai 

PPAT Sementara. Dalam  proses perbuatan hukum yaitu jual beli tanah 

menunjukan bahwa peran kepala kampung dan camat/Kepala Distrik dapat 

diartikan sebagai PPAT Sementara yang ditentukan dalan Pasal 7 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu untuk desa-desa dalam 

wilayah yang terpencil yang belum ada PPAT. Surat pelepasan harus di 

tingkatkan menjadi sertipikat sehingga mewujudkan kepastian hukum 

kepada pemegang Hak Milik yang diperoleh karena perbuatan hukum jual 

beli. 
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2.  Pelaksanaan peralihan Hak Milik adat karena jual beli di Kabupaten Sarmi 

pada Tahun 2012 belum mewujudkan kepastian hukum karena 20 

responden tidak meningkatkan surat pelepasan menjadi sertipikat 

berdasarkan ketentuan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997. 

B. Saran – saran : 

1. Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Sarmi perlu meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh kepastian dan 

perlindungan hukum atas suatu bidang tanah yang diperoleh dengan jual 

beli. 

Perlu sosialisasi tentang UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah kepada kepala kampung yang 

berada disetiap kampung di Kabupaten Sarmi dan pemahaman tentang 

pentingnya pendaftaran peralihan hak milik agar dapat mewujudkan 

kepastian hukum hak atas tanah yang meliputi obyek hak atas tanah yaitu 

mengenai asepek fisik mengenai letak, luas dan  batas-batas tanah yang 

bersangkutan , kepastian mengenai subyek hak atas tanah mengenai siapa 

subyek hukumnya dan kepastian meliputi jenis hak atas tanahnya. 

2. Pemegang Hak Milik perlu mengetahui tentang pentingnya akta PPAT 

sebagai alat bukti telah dilakukan perbuatan hukum dan syarat untuk 

pendaftaran Tanah sehingga diterbitkan Sertipikat sebagai alat bukti yang 

kuat sebagai pemegang Hak Milik atas tanah untuk menjamin kepastian 

hukum. 



 

 DAFTAR PUSTAKA 

Buku – buku : 

 

A.P. Parlindungan, 1985, Pendaftaran dan Konversi Hak-hak atas tanah menurut 
UUPA, Alumni, Bandung. 

 
Adrian Sutedi, 2011, Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika 

 

Andy Hartanto, 2014, HUKUM PERTANAHAN: Karakteristik jual beli tanah 
yang belum terdaftarkan ha katas tanahnya, Cetakan Kedua, Surabaya. 

 
K wantjik Saleh, 1982, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia, Indonesia. 
 
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, Hak-hak Atas Tanah, Edisi 

Pertama, Cetakan Ketiga, Jakarta. 
 
Maria SW Sumardjono, 2009, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan 

Implementasi, Kompas, Jakarta. 
 
Rinto Manulang, 2012, Segala Hal Tentang TANAH, RUMAH & Perizinannya, 

Cetakan II, Buku Pintar. 
 
Suerjono Soekamto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 
 
 
Skripsi :  
 
Martha Ramade Silalahi, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Made Anggara Giri, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
 
Murniaritha Hartati Surbakti, Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya 

Yogyakarta. 
 
Internet : 
 
http://wildandavv.blogspot.com/2012/04/makalah-hukum-aghraria.html 
 
 
Peraturan Perundang-undangan : 
 
Undang-Undang Dasar 1945 
 



 

 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997. 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat 

Akta Tanah 

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 4 Tahun 1999 tentang Peraturan 

Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Pejabat Pembuat Akta tanah. 

Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang 

KetentuanPelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 

tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Peraturan Menteri Pertanian Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan 

Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah. 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 


